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Pada hari ini selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Pulu Dua, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI. S.Si.,, M.Kom., Ph.D : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang
berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya,
yang berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih,
KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2.Dr LUK LUK FUADAH S.E, M.B.A : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,
dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua
Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam
Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) Tahun Anggaran 2022
nomor kontrak 142/E5/PG.02.00.PT/2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan Program Penelitian tahun
anggaran 2022 yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Deputi Bidang Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022.

(2) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan
Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) Tahun Anggaran 2022 dengan judul ” Struktur
Kepemilikan dan Pengungkapan Environmental, Social And Governance
Berpengaruh Pada Kinerja Perusahaan Dan Nilai Perusahaan: Peran Komite Audit
Sebagai Moderasi Di Perusahaan Indonesia”.
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PASAL 2
DANA PENELITIAN

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
adalah Rp 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk pajak, diberikan
setelah PIHAK KEDUA menandatangani dokumen kontrak.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi
ke-2 tanggal 22 April 2022.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya

yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran
Penelitian.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA keluaran penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK
KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

c. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman
SIMLITABMAS sebagai berikut:

Revisi proposal penelitian;

Surat pernyataan kesanggupan menyusun laporan penelitian;

Catatan harian pelaksanaan penelitian;

Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah

ditetapkan;

6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir) atas dana penelitian yang telah

ditetapkan; dan

7. Luaran penelitian.

Do

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan
jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Penelitian
Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) dengan judul » Struktur Kepemilikan
dan Pengungkapan Environmental, Social And Governance Berpengaruh Pada
Kinerja Perusahaan Dan Nilai Perusahaan: Peran Komite Audit Sebagai
Moderasi Di Perusahaan Indonesia”;

c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian
yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
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PASALS
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara
bertahap yaitu :

a. Pembayaran Tahap pertama (70 %) sebesar Rp 53.900.000,- (Lima puluh tiga juta
sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA merevisi proposal
penelitian dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian telah
menggunggah ke laman SIMLITABMAS;

b. Pembayaran Tahap kedua (30%) sebesar Rp 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus
ribu rupiah) sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA setelah Pihak Pertama menerima Dokumen berupa Laporan
Kemajuan pelaksanaan Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas
dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 16 Agustus 2022.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr LUK LUK FUADAH S.E., M.B.A
Nomor Rekening : 0070215684
Nama Bank : BNI

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya
sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK
KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan
lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 6
TARGET LUARAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa publikasi ilmiah
pada jurnal internasional bereputasi

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 7
LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa revisi
proposal penelitian, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian, catatan harian
pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan akhir penelitian, dan luaran penelitian atas dana
penelitian yang telah di tetapkan.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh
pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SIMLITABMAS paling lambat 20
November 2022, dengan melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
(SPTB), laporan kemajuan, laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan
penelitian) pelaksanaan pekerjaan dan luaran wajib penelitian.
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(3) Laporan hasil Penelitian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. Bentuk/ukuran kertas A4;
b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 142/E5/PG.02.00.PT/2022

PASAL 8
PENCANTUMAN PEMBERI DANA PENELITIAN DALAM PUBLIKASI ILMIAH

PIHAK KEDUA Wajib mencantumkan pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam
bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini mencantumkan ucapan terima kasih kepada
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor
142/E5/PG.02.00.PT/2022.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal
terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat
dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

(2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan
diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang
merupakan salah satu angota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi,
dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan
yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 11
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan

kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
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PASAL 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil
penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana.

Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada
institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 13
INTEGRITAS AKADEMIK

Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam
bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan,
dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta
kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam
semua aspek penelitian.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan
oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai
keadaan memaksa (force majeure).

Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam
Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade,
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah
dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan
Kontrak Penelitian ini.

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)
hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang
sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan
penyelesaiannya.

PASAL 15
PENYELESATAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan
perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak

tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses
hukum.

PASAL 16
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka
akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.
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PASAL 17
SANKSI

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian telah
berakhir dan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran
dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam
kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 18
LAIN-LAIN

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah
dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan
oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih
lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur
dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19
PENUTUP

(1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.

(2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
(3) Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
§ ! .'!_‘ 2 I‘ . L4
3 . RS . v
£ FHIIN 5 ( ﬁ g
: 57 ;g
. SAMSURYAPISSi/ M.Kom., Ph.D. Dr LUK LUK FUADAH S.E., M.B.A

.. NIDN.-0004027101 NIDN 0011057401
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Ringkasan Penelitian

Corporate social responsibility (CSR) adalah kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan apa yang diinginkan
untuk tujuan dan nilai-nilai masyarakat Kita. Perusahaan tunduk pada tiga dimensi kewajiban: lingkungan, sosial,
dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social and Governance). Selanjutnya. Environmental Social and
Governance (ESG) memberi sinyal informasi mengenai janji perusahaan terhadap masalah kesejahteraan, sosial,
dan lingkungan yang berkontribusi dalam menciptakan hubungan yang erat antara pemangku kepentingan dan
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi ESG dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
Berkaitan dengan pasar modal, investor dapat mengaitkan nilai yang lebih tinggi dari nilai perusahaan yang
sebenarnya karena keterlibatan CSR. Efek penilaian potensial ini memperoleh relevansi dengan meningkatnya
kesadaran investor terhadap isu-isu ESG selama beberapa dekade terakhir, yang juga tercermin dalam
pertumbuhan yang kuat dalam investasi yang bertanggung jawab secara sosial di seluruh dunia. tanggapan
perusahaan bergantung pada keyakinan manajer mengenai manfaat material dari penyesuaian dan penilaian yang
baik pada peringkat ESG dan keselarasannya dengan strategi perusahaan.

Pengungkapan ESG memiliki nilai yang relevan dan berfungsi untuk mengurangi masalah informasi asimetris.
Dengen demikian, nilai pengungkapan ESG transparan ke pasar keuangan memberikan biaya/manfaat yang
dilakukan manajer dalam menentukan tingkat pengungkapan yang optimal untuk perusahaan mereka. Perusahaan
yang mengungkapkan ESG menghargai pentingnya keterlibatan etis untuk mencerminkan citra mereka terhadap
semua pemangku kepentingan (stakeholders) dan menghargai pentingnya komunikasi yang transparan dan andal.
Penelitian ini mengisi gap terkait penelitian mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan
(Environmental, Social and Governance. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris
Struktur kepemilikan dan pengungkapan environmental, social and governance berpengaruh pada kinerja
perusahaan: peran Komite audit sebagai Moderasi di Perusahaan Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut yaitu untuk: pertama, menguji secara empiris pengungkapan
Environmental Social and Governance (ESG) pada perusahaan di Indonesia. Kedua, menguji perbandingan
pengungkapan Environmental Social and Governance (ESG) di ASEAN 5 yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia,
Thailand, Pilipina. Hal ini untuk melihat bagaimana pengungkapan ESG di tiap negara tersebut serta melakukan
kualitatif riset pada 2 perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia (Penelitian tahun kedua).

Luaran wajib berupa publikasi pada jurnal internasional reputasi. Luaran tambahan yang ditargetkan,
pemakalah temu ilmiah internasional, dan 1 bahan ajar ISBN. TKT Penelitian berada pada level 3 yaitu
pembuktian konsep fungsi dan / atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan publik memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance -
ESG). Kepemilikan asing berperan dalam implementasi lingkungan, sosial, dan tata kelola karena berkontribusi
pada proses tersebut. Hal ini sejalan dengan kepemilikan publik yang juga berperan dalam pengungkapan
lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, baik kepemilikan negara maupun kepemilikan keluarga tidak
berpengaruh terhadap hasil lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, lingkungan, sosial, dan tata kelola
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Komite audit memoderasi pengaruh antara Lingkungan, sosial, dan
tata kelola dan nilai perusahaan. Namun, komite audit tidak berperan memoderasi dalam pengaruh antara
lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, social, and governance -ESG) dan kinerja perusahaan.
Secara keseluruhan, temuan ini mendorong manajer memperhatikan operasi sosial dan tata kelola perusahaan
yang baik yang ramah terhadap lingkungan. Hasilnya bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi
pemerintah sebagai regulator yang dapat meyakinkan perusahaan untuk mengadopsi praktik lingkungan, sosial,
dan tata kelola.

Keywords;

struktur kepemilikan; pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG); nilai perusahaan; Kinerja
perusahaan; komite audit



Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus
penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah
dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran
(wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan
pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar,
tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

HASIL

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai penelitian kuantitatif. Data sekunder yang berasal dari
laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan dari situs web perusahaan dan juga dari Bursa Efek
Indonesia atau IDX. Periode penelitian adalah dari 2016-2020, dengan sebanyak 140 perusahaan dan total 700
pengamatan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum  Maksimum Mean SD
Kepemilikan asing 700 0.00 37.8 28.4 23.6
Kepemilikan publik 700 0.04 25.9 19.7 17.9
Kepemilikan negara 700 0.00 68,2 13.9 8.7
Kepemilikan keluarga 700 0.00 45.3 16.5 9.3
ESG 700 8 72,8 39.2 14.5
Komite audit 700 2 4 34 2.3

Sumber: output dari SPSS

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas dan validitas

Variabel Alpha Rho_A Keandalan Ave
Cronbach Komposit

Kepemilikan asing 0.713 0,887 0.803 0.587
Kepemilikan publik 0.890 0,842 0.889 0.541
Kepemilikan negara 0.846 0.924 0.863 0.617
Kepemilikan keluarga 0.789 0.873 0.876 0.500
ESG 0.823 0.801 0.815 0.589
Komite audit 0.831 0.899 0.885 0.625

Sumber: output dari SEM PLS

Tabel 1 mengungkapkan terkait dengan statistik deskriptif yang menguraikan nilai minimun, nilai
maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Tabel 2 menguraikan hasil pengujian reliabilitas seluruh
variabel dalam penelitian ini. reliabilitas dan validitas penelitian ini memadai, karena nilai alpha Cronbach > 0,6
dan nilai untuk reliabilitas komposit > 0,7, dan nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,5 [1;2].
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Gambar 1. Hasil PLS
Sumber: output dari SEM PLS



Dimana:
FO = Kepemilikan asing, PU = Kepemilikan public; ST = Kepemilikan negara; FA = Kepemilikan keluarga;
ESG = Lingkungan, social dan tata Kelola (Environmental, social, and governance); FV = Nilai perusahaan;
ROA = Kinerja Perusahaan, Size= ukuran; lev= leverage.

Tabel 3. Hasil dari Koefisien Jalur.

Hipotesis Koefisien Nilai p Hasil
Kepemilikan asing — ESG 0.30 <0.01 Diterima
Kepemilikan publik — ESG 0.27 0.04 Diterima
Kepemilikan negara — ESG 0.06 0.16 Ditolak
Kepemilikan keluarga — ESG 0.16 0.19 Ditolak
ESG — Nilai Perusahaan 0.46 0.01 Diterima
ESG — Kinerja Perusahaan 0.10 0.15 Ditolak
ESG — Nilai Perusahaan — Komite Audit 0.38 <0.01 Diterima
ESG — Kinerja Perusahaan — Komite Audit 0.01 0.32 Ditolak

**]evel signifikan pada 5% p < 0,05 (Sumber: output dari SEM PLS).

Tabel 2 menunjukkan hasil keseluruhan untuk hipotesis. Analisis kami menunjukkan nilai koefisien ()
untuk efek FO — ESG dengan nilai koefisien () 0,30 dan nilai p < 0,01 kurang dari 0,05 . Hipotesis pertama
(H1) diterima. Dengan demikian kepemilikan asing secara positif dan signifikan mempengaruhi lingkungan,
sosial, dan tata kelola. Selanjutnya, nilai koefisien () terhadap pengaruh PO— ESG adalah 0,27, dan p-value
0,04 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa hipotesis kedua (H2) juga didukung penuh. Dengan demikian,
kepemilikan publik secara positif dan signifikan mempengaruhi terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Kepemilikan negara — ESG memiliki nilai koefisien () sebesar 0,16 dan p-value sebesar 0,19, p-value lebih
besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa (H3) ditolak. Kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi lingkungan,
sosial, dan tata kelola. Nilai perusahaan — lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki koefisien () sebesar
0,46 dengan p-value sebesar 0,01, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) diterima.
Dengan demikian, lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai suatu
perusahaan. Kinerja perusahaan — lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki nilai koefisien () sebesar 0,10
dengan p-value sebesar 0,15, yang lebih besar dari 0,05. Hipotesis keenam (H6) ditolak. Lingkungan, sosial,
dan tata kelola — nilai perusahaan — komite audit memiliki nilai koefisien (B) sebesar 0,38 dengan nilai p <
0,01, yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ketujuh (H7) diterima. Komite audit memoderasi pengaruh
lingkungan, sosial, dan tata kelola serta nilai perusahaan. Terakhir, lingkungan, sosial, dan tata kelola — kinerja
perusahaan — komite audit memiliki koefisien () sebesar 0,01 dengan p-value sebesar 0,32, yang lebih besar
dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedelapan (H8) ditolak. Dengan demikian, komite audit tidak memperkuat
pengaruh lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Komite audit tidak berperan sebagai
variable moderasi pada pengaruh ini.

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kepemilikan asing berdampak positif pada pengungkapan
lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh
positif signifikan terhadap pengungkapan environmental, social, and governance (ESG). Ini berarti bahwa
semakin besar kepemilikan asing, semakin besar pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing secara signifikan
dan positif mempengaruhi pengungkapan ESG [3-9]. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang mengungkapkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG [10-13].
Selain itu, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian[14], yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing
tidak berdampak pada pengungkapan ESG. Penelitian ini mendukung teori legitimasi.

Hipotesis kedua (H2) mengungkapkan bahwa kepemilikan publik mempengaruhi pengungkapan
lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan environmental, social, and governance (ESG). Oleh
karena itu, hipotesis kedua diterima. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh [4] yang menyimpulkan
bahwa kepemilikan publik secara positif mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi
lain, hasilnya tidak sependapat dengan [15] yang menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berdampak pada
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung teori legitimasi.

Hipotesis ketiga (H3) mengungkapkan bahwa kepemilikan negara berpengaruh positif terhadap
pengungkapan environmental, social, and governance (ESG). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepemilikan negara tidak berdampak pada pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu,
hipotesis ketiga ditolak. Temuan ini tidak mendukung penelitian sebelumnya dari [5 dan 9], yang menyimpulkan
bahwa kepemilikan negara memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sosial, dan
tata kelola. Selain itu, hasil ini tidak sejalan dengan studi dari [16], yang menyimpulkan bahwa kepemilikan



negara berdampak negatif pada pengungkapan sukarela. Oleh karena itu, temuan ini tidak mendukung teori
pemangku kepentingan.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga secara positif mempengaruhi
pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hasil penelitian ini tidak didukung. Analisis data untuk
hipotesis 4 (Gambar 1 dan Tabel 3) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi
pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya [17;18;6; 19]
yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Selain itu, kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi
sustainability reporting [6;18] atau tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan [17].
Selain itu, [19] menemukan bahwa kepemilikan keluarga berdampak negatif terhadap kualitas laporan
keberlanjutan. Penelitian ini tidak mendukung teori pemangku kepentingan.

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara
positif mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan,
sosial, dan tata kelola berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis kelima didukung. Ini
berarti bahwa semakin tinggi pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), semakin tinggi nilai
perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya [20-25] (Ferrell et al., 2016; Aboud dan Diab, 2018; Kim
dkk., 2018; Li dkk., 2018; Syaikh, 2022; Yu et al., 2018) menyimpulkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial,
dan tata kelola secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, temuan ini tidak sesuai
dengan penelitian sebelumnya oleh [26] dan [27] menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata
kelola tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung teori pemangku kepentingan.

Hipotesis keenam (H6) mengungkapkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG)
secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis data untuk hipotesis 6 dari Gambar 1 dan Tabel 3
menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak mempengaruhi kinerja perusahaan.
Oleh karena itu, hipotesis keenam ditolak. Temuan ini tidak mendukung penelitian dari [28-31] yang
menyimpulkan bahwa efek pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola memiliki positif yang signifikan
terhadap Kinerja perusahaan. Selain itu, hasil ini tidak mendukung penelitian sebelumnya [24;32-34]
menyimpulkan bahwa pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola berdampak negatif pada kinerja
perusahaan. Temuan ini tidak mendukung teori pemangku kepentingan.

Hipotesis ketujuh (H7) menyatakan komite audit memoderasi hubungan antara lingkungan, sosial, dan tata
kelola dan nilai perusahaan. Namun, analisis data untuk hipotesis 4 (Tabel 3) menunjukkan bahwa lingkungan,
sosial, dan tata kelola mempengaruhi nilai perusahaan dan komite audit memoderasi pengaruh ini. Oleh karena
itu, hipotesis ketujuh diterima. Komite audit adalah variabel moderating pada pengaruh Lingkungan, sosial, dan
tata kelola serta nilai tegas yang memperkuat hubungannya.

Hipotesis terakhir (H8) menyatakan bahwa komite audit memoderasi hubungan antara lingkungan, sosial,
dan tata kelola dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak menemukan signifikansi antara variabel-variabel
tersebut, artinya komite audit tidak memperkuat pengaruh kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola serta
perusahaan. Dengan demikian, komite audit tidak bertindak sebagai variabel moderating dalam hubungan ini.

Hasil variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan positif dan signifikan. Perusahaan besar
memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada pemangku kepentingan melalui pengungkapan berkelanjutan
dan terkait dengan pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, leverage menunjukkan hasil yang
tidak signifikan. Ini berarti bahwa leverage tidak mendukung dan berkontribusi pada pengungkapan yang
diperlukan oleh pemangku kepentingan.

Hasil analisis (Tabel 3) menunjukkan nilai R Square (R?) sebesar 0,28 untuk lingkungan, sosial, dan tata
kelola, 0,25 untuk nilai perusahaan dan 0,20 untuk Kinerja perusahaan. Artinya, 28% lingkungan, sosial dan tata
kelola dipengaruhi oleh kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan negara dan kepemilikan keluarga,
sedangkan 72% variabel dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang belum dikaji dalam penelitian ini.
Nilai R? lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa model tersebut memiliki ukuran kesesuaian yang baik [2].

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan publik memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and
Governance -ESG). Kepemilikan asing berperan dalam implementasi lingkungan, sosial, dan tata kelola karena
berkontribusi pada proses tersebut. Hal ini sejalan dengan kepemilikan publik yang juga berperan dalam
pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, baik kepemilikan negara maupun kepemilikan keluarga
tidak berpengaruh signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, lingkungan, sosial, dan tata
kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, lingkungan, sosial, dan tata kelola
tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Komite audit memoderasi pengaruh antara Lingkungan, sosial,
dan tata kelola dan nilai perusahaan. Namun, komite audit tidak berperan memoderasi dalam pengaruh antara
lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, social, and governance -ESG) dan kinerja perusahaan. Secara
keseluruhan, temuan ini mendorong manajer memperhatikan operasi sosial dan tata kelola perusahaan yang baik
yang ramah terhadap lingkungan. Hasilnya bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pemerintah
sebagai regulator yang dapat meyakinkan perusahaan untuk mengadopsi praktik lingkungan, sosial, dan tata
kelola.



Implikasi praktis

Hasil dan temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis. Bagi manajer, perusahaan harus lebih
transparan terkait masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kegiatan lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat
meningkatkan keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai bagi perusahaan yang mengungkapkan informasi
strategis terkait keberlanjutan. Perusahaan juga dapat menggunakan sumber daya yang terkait dengan praktik
lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan pendekatan yang efisien dan kuat.

Implikasi bagi pemangku kepentingan, bagi perusahaan yang mengungkapkan aspek lingkungan, sosial,
dan tata kelola. Hal ini dapat semakin meningkatkan pengawasan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal,
termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan termasuk pelanggan, investor, Lembaga
swadaya masyarakat (Non Governmental Organization) dan masyarakat. Kami juga percaya bahwa Lingkungan,
sosial, dan tata kelola dapat membujuk investor untuk berinvestasi di perusahaan yang telah menerapkan.

Implikasi bagi pemerintah, di Indonesia, yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah
dapat lebih memperjelas peraturan terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang harus diterapkan
perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Batasan pertama terkait dengan data sekunder yang
memiliki kelemahan. Saran untuk penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian dengan memperoleh
data primer. Selain itu, peneliti masa depan dapat melakukan penelitian kualitatif dengan cara wawancara dengan
perusahaan yang telah mengungkapkan informasi terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Batasan
kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam penelitian ini hanya
berfokus pada struktur kepemilikan, termasuk kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan negara dan
kepemilikan keluarga. Penelitian lebih lanjut dapat menggunakan variabel lain, seperti tanggung jawab sosial
perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran, independensi dewan, dan tata kelola perusahaan. Batasan terakhir
dari penelitian ini terkait dengan penggunaan dua teori: teori legitimasi (Legitimacy Theory) dan teori pemangku
kepentingan (Stakeholder Theory). Penelitian di masa yang akan datang dapat menggunakan perspektif yang
berbeda dengan menggunakan teori yang berbeda dalam penelitian mereka.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran
tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual,
hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis
luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan
melalui BIMA.

Luaran Wajib

Status Target Capaian
Tahun Jenis Luaran (accepted, published, | Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit,
Luaran terdaftar atau granted, url paten, keterangan sejenis lainnya)
atau status lainnya)
1 Economies (Scopus) Review https://www.mdpi.com/journal/economies-
(lampiran)



https://www.mdpi.com/journal/economies-

Luaran Tambahan

Status Target Capaian Keterangan (url dan nama
Tahun Jenis Luaran (accepted, published, jurnal generbit url paten
Luaran terdaftar atau granted, ] P » Urt paten,

atau status lainnya) keterangan sejenis lainnya)

i https://ojs.ijbe-
Integrated Journal of Business https://ojs.ijbe

1 . . LOA research.com/index.php/I1JBE-
Economics (Sinta 2) (lampiran)
2" Universitas Bangka Belitung . L

1 Business, and Economics Sertifikat https.//ubb(tl):rcﬁalfgjne)m|5|.co.ld/
(UBBBEC) P

2 Draft Buku Draft

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk
Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi
kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen
realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui BIMA.

Tidak ada

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama
melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian
dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala pertama terkait dengan data penelitian yaitu data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, laporan
keuangan, dan laporan keberlanjutan dengan periode selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020,
dimana populasi adalah semua perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia. Namun dalam penelitian ini memiliki
sampel sebanyak 140 perusahaan sehingga total sebanyak 700 observasi.

Kendala terkait dengan Luaran penelitian utama yang semula pada jurnal: Academy of Accounting and Financial
Studies Journal

Namun kami submit pada jurnal: Economies (Scopus Q2).

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya
berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan
tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian keseluruhan. Pada bagian ini
diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan
termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam
proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka
yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat
dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana penelitian di tahun berikutnya
1. Untuk menguji perbandingan pengungkapan Environmental Social and Governance (ESG) di ASEAN
5 yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Pilipina. Hal ini untuk melihat bagaimana
pengungkapan ESG di tiap negara tersebut.
2. Melakukan penelitian kualitatif pada dua (2) perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia yaitu PT.
Semen Baturaja dan PT Bukit Asam untuk meneliti secara detil terkait dengan lingkungan, sosial dan
tata Kelola (Environmental Social and Governance).

State of the art Penelitian ESG di ASEAN
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Tujuan utama dari penelitian [35] adalah untuk menguji adanya hubungan siklik antara pengungkapan
Environmental Social and Governance (ESG) dan Corporate Financial Performance (CFP). Temuan
menunjukkan hubungan positif yang terbentuk antara skor pengungkapan ESG dan CFP untuk perusahaan
Malaysia. Demikian pula, ada hubungan siklus antara skor pengungkapan ESG dan CFP untuk perusahaan
Singapura, tetapi keduanya saling mempengaruhi secara negatif di kedua arah. Sebaliknya, tidak ada hubungan
siklik yang terbentuk antara pengungkapan ESG dan CFP untuk perusahaan Thailand [35]. Penelitian [36]
bertujuan untuk memberikan wawasan kepada perusahaan tentang pengaruh keuangan pengungkapan ESG
terhadap kinerja perusahaan di berbagai negara, yang dapat digunakan oleh perusahaan, dan pemerintah untuk
menentukan apakah mereka harus mengungkapkan dan berinvestasi dalam pelaporan ESG. Selain itu, hasil ini
dapat memberikaninformasi yang berguna bagi investor dalam menentukan apakah mereka harus berinvestasi
dalam pengungkapan ESG atau perusahaan non-pengungkapan, dan bagaimana hal ini berbeda di setiap negara.
Pemerintah juga dapat menggunakan informasi ini ketika mereka ingin melakukan investasi aset secara lokal atau
di negara ASEAN lainnya.

Penelitian mereka berkontribusi pada teori dan praktik dalam beberapa cara: Pertama, makalah ini
mensintesis tantangan integrasi ESG yang paling menonjol tetapi juga kurang sering disebutkan bagi investor.
Kedua, Makalah ini berpendapat bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang kutub kesenjangan penelitian-
praktik (RPG) menawarkan cara baru untuk mendekati dan mengatasi hambatan integrasi ESG. Ketiga, penelitian
menggunakan data primer dan data sekunder [37]. Dualitas CEO menurunkan pengungkapan LST, sementara
ukuran dewan, kehadiran perempuan di dewan dan direktur independen pengungkapan yang meningkat pada
dampaknya terhadap pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) di negara-negara ASEAN [38].
Skor ESG berpengaruh signifikan terhadap risiko total tetapi tidak secara sistematis di ASEAN-5. Kontroversi
LST tidak terlalu mempengaruhi risiko total dan sistematis. (Board Gender Diversity-BGD) secara signifikan
mempengaruhi risiko total tetapi tidak risiko sistematis. Temuan ini akan membantu investor dan manajer
portofolio mengevaluasi bagaimana kinerja LST memengaruhi risiko keuangan perusahaan dan membuat
keputusan investasi yang lebih baik di ASEAN-5 [39]. Hasil penelitian [40] mengungkapkan bahwa skor
lingkungan, skor sosial, skor tata kelola, dan pertumbuhan ekonomi terkait secara positif dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals -SDGs) negara-negara ASEAN. Artikel saat ini
memberikan bantuan kepada peneliti baru saat melakukan penelitian tentang pencapaian SDGs dan memandu
pembuat kebijakan saat menetapkan kebijakan terkait pencapaian SDGs melalui ESG.

Penelitian yang akan datang akan menginvestigasikan pengungkapan Environmental Social and
Governance (ESG) di ASEAN 5 vyaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Pilipina dan juga kinerja
perusahaan. Selain itu juga akan melakukan penelitian kualitatif dengan wawancara pada dua perusahaan yang
listed di Bursa Efek Indonesia.

Teori Agensi (Agency Theory)

Studi sebelumnya terutama didasarkan pada teori agensi terkait dengan asimetri informasi. Kami menemukan
bahwa pengungkapan ESG melembagakan norma-norma pelengkap informal untuk menahan manajemen laba
melalui “saluran akuntansi” yang mengurangi ketidakjelasan dan ketidakteraturan keuangan. Sementara hasil
kami bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang didasarkan pada asumsi moral hazard [41]. Karena
keterbukaan informasi, teori keagenan menunjukkan bahwa ada hubungan yang tinggi antara perilaku etis dan
kinerja keuangan[42]. Teori agensi berfokus pada sifat hubungan di mana prinsipal (pemegang saham)
memberikan tugas dan tugas kepada agen (manajemen), yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan itu
[43]. Oleh Kkarena itu, masalah keagenan muncul ketika konflik kepentingan muncul antara prinsipal dan agen di
mana kekuasaan dan kontrol manajer diterapkan untuk keuntungan pribadi mereka [43].

Teori pemangku kepentingan (Stakeholder Theory)

Dari perspektif teori pemangku kepentingan, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dan memelihara
hubungan yang berkelanjutan antara karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, dan pemangku kepentingan utama
lainnya untuk mendorong nilai perusahaan [44]. Dimensi keberlanjutan sosial mencakup urusan sosial masyarakat
terkait, hak asasi manusia, dan layanan kesehatan, sedangkan keberlanjutan lingkungan mencakup memperhatikan
perubahan lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan. Teori pemangku kepentingan[45] dijelaskan secara
luas oleh Freeman dalam artikelnya “Manajemen Strategis, Pendekatan Stakeholder” [46]. Teori pemangku
kepentingan telah digunakan untuk menggambarkan sifat perusahaan dan bagaimana ruang dewan memikirkan
kepentingan konstituen bisnis.



Road Map Of

Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure

Sustainability reporting, Tax Avoidance,
Firm Performance

!
Environmental, social and ownership
structure and disclosure governance
effect on firm performance: the role of
the audit committee as moderating in

1
I
}
I
I
I
I
I
1
I
]
I
I
[}
I
I
Indonesian company :
1

Comparison of Environmental Social and
Governance disclosures in ASEAN Country,

Qualitative Research on 2 companies listed on
the Indonesia Stock Exchange (second year
research)

Pengumpulan data

1. Metode Kuantitatif
Data dari perusahaan-perusahaan yang telah mengungkapkan environmental, social and governance (ESG)
pada negara-negara di ASEAN.

2. Metode Kualitatif
Dengan melakukan content analysis dan juga wawancara di satu atau dua perusahaan yang telah
mengungkapkan environmental, social and governance (ESG) listed di Bursa Efek Indonesia.

Context
The Many Worlds of Others as Conceived by Content Analysts

.....

Inferences

il ey - hy
L Rt . ——
. N -

A3 7 Validating

It Evidence i
iF s

Analytical N
i - - - —
'{,-._ o rueT Content Analysis
5:-. "-, Meanings, (]

!

% 'Re

e
."' -,

---------‘-"

Gambar 3. Content Analysis Answer the Question (Sumber [47])
H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
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